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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaa
mediasi yang berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa perkara waris No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. di Pengadilan Negeri Pati dan untuk mengetahui apa saja
kendala dalam pelaksaan penyelesaian sengketa waris tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode yurudis empiris,yaitu pendekatan masalah dengan melihat
suatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan melekukan studi dokumen
dan wawancara, serta literatur yang mendukung penelitian ini. Sedangkan analisis
data yang digunakan adalah deskriptif analisis, dilihat dari pelaksanaan mulai
pengajuan gugatan melalui mediasi yang selnjutnya di sidangkan di Pengadilan
Negeri Pati kelas 1A. Dikala itu dengan adanya jumlah hakim aktif yang bersetifikat
sebagai mediator, maka permohonan gugatan dilakukan oleh hakim aktif yang
berjumlah tiga orang dan satu panetera. Walaupun kebijakan ini bertujuan baik
yakni mengefektifkan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim sebelum
persidangan berkelanjutan, namun para pihak yang berpekara lebih menginginkan
hakim aktif sebagai mediator dalam pelaksanaan prosesmediasi pokok perkara No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. dan sidang tetap dilanjutkan,

Kesimpulan dari penyelesaian pokok perkara waris diatas, bahwa masyarakat
awam meyakini hakim aktif lebih bisa diandalkan daripada mediator non hakim,
sebagai mediator untuk menjadi pilihan para pihak dalam melaksanakan proses
mediasi menjadi padat dan terbatas. Oleh karena itu, perlu kiranya Pengadilan
Negeri Pati kelas 1A menambah hakim aktif sebagal mediator sebelum persidangan
berlanjut, agar proses persidangan dapat berjalan lebih efektif lagi menimbang
jumlah perkara waris dan perkara lainnya yang masuk dan kian bertambah. Namun
demikian upaya mediasi ternyata kandas dijalan pada akhirnya gugatan sidang
berlanjut dengan perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. di Pengadilan tingkat pertama
pengadilan Negeri Pati, banding di Pengadilan tinggi Semarang, dilanjutkan Kasasi
di Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian, Sengketa, Kewarisan.



ABSTRAK

This study aims to find out how the process of implementing mediation is sustainable
in resolving inheritance case disputes No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. at the Pati District
Court and to find out what are the obstacles in implementing the inheritance dispute
settlement. This study uses an empirical juridical method, which is a problem
approach by looking at a legal reality in society. The data sources used were field
research and library research by conducting document studies and interviews, as
well as literature that supports this research. While the data analysis used was
descriptive analysis, seen from the implementation of the filing of a lawsuit through
mediation which was then tried at the Pati District Court class 1A. At that time, with
the number of active judges who were certified as mediators, the lawsuit was carried
out by three active judges and one clerk. Even though this policy has a good purpose,
namely to streamline mediation carried out by non-judge mediators before
continuing trials, the parties to the litigation prefer that the judge is active as a
mediator in carrying out the mediation process for the main case No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. and the trial continues,

The conclusion from the settlement of the principal inheritance cases above is
that ordinary people believe that active judges are more reliable than non-judge
mediators, as mediators to be the choice of the parties in carrying out the mediation
process to be solid and limited. Therefore, it is necessary for the Pati Class 1A
District Court to add active judges as mediators before the trial continues, so that
the trial process can run even more effectively considering the number of inheritance
cases and other cases that are coming in and are increasing. However, the mediation
efforts failedin the end, in the end, the lawsuit continued with case no.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. in the Court of first instance; Pati District Court, appeal at
the Semarang High Court, continued Cassation at the Supreme Court of the Republic
of Indonesia Jakarta,

Keywords: Mediation, Settlement, Dispute, Inheritance.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masalah kewarisan merupakan suatu peristiwa penting bagi
seorang manusia ketika manusia tersebut meninggal dunia maka terjadi
perpindahan warisan dari seorang manusiakepada manusia lainnya. Dengan kata
lain pewarisan adalah aturan mengenai apa yang harus terjadi dengan harta
kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli
warisnya. Kewarisan berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta warisan bagi orang
yang meninggal. Dasar hukum waris islam adalah Al-Quran dan Hadist,
peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum
islam.

Penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari
hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab,
kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata miiraats yang berarti maurust
atau harta yang diwarisi. Dengan demikian, arti kata warists yang digunakan
dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menrima harta warisan itu, karena
kata warits artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang

meninggalkan harta disebut muwarits.*

1 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, Figh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, him. 5
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Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
merupakan salah satu unifikasi hukum islam di Indonesia yang menampung
aspirasi masyarakat. Pada Bukull pada Instruksi presiden tersebut mengatur
tentang kewarisan yakni mulai dari perihal kewarisan sampai kepada hibah.
Inpres ini merupakan pengaturan mengenai kewarisan yang berdasarkan pada
hukum waris islam adalah Al-Quran dan Hadist.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam
mengartikan bahwa:

“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing”. Pengertian
kewarisan menurut Burgerlijk Wetboek ( selanjutnya disebut KUH Perdata)
adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya
seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang
yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang
memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.?
Pengertian kewarisan menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang
bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses
penerusan dan peralihan kekayaan materieel dan immaterieel dari turunan ke

turunan.®

2 A Pitlo, 1979, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, him. 1
3 k. Ng. Soebakti Poesponoto, 1974, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita ,Jakarta, him. 231
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Kewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan
menimbulkan akibat hukum. Seorang pewaris yang pada saat meninggalnya atau
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam
meniggalkan ahli waris dan harta warisan, namun setelah meninggalnya pewaris
tersebut harta warisan tadi menjadi milik ahli waris. Akibat hukum ini juga
terkait dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Seseorang yang menjadi
ahli waris dari harta peninggalan tersebut harus memenuhi peraturan-peraturan
yang terdapat dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
jika ahli waris tersebut beragama Islam.

Suatu kewarisan yang telah dilangsungkan tidak berdasarkan Inpres No
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka juga berdampak pada
harta warisan yang membuat harta warisan tersebut tidak dapat diterima dan
dimiliki secara tidak sah menurut hukum islam. Kedepannya akan menjadi
masalah dalam hal status kepemilikan harta warisan tersebut karena tidak sah
menurut hukum Islam. Mengenai sengketa waris diPengadilan Agama juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor
3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Hal ini menjadikan hakim pengadilan
agama telah mempunyai sandaran hukum yang jelas dalam memutuskan perkara,
khususnya masalah hukum kewarisan Islam, tapi dalam perkara No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. diajukan Di Pengadilan Negeri Pati.

Dalam sengketa waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang

terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor
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3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yakni :

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah,
ekonomi syari'ah”.

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur
penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56
angka 2 yakni: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak
menutupkemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” Intinya
pada Pasal ini Pengadilan Agama dalammenyelesaikan suatu perkara harus
melalui upaya damai (mediasi).

Mediasi dilakukan sebagai tindakan meredakan perselisihan di antara
para pihak yang berpekara agar perkara dapat dicabut dan para pihak dapat
didamaikan. Pada setiap sengketa waris di Pengadilan Agama atau di Pengadilan
Negeri terlebih dahulu hakim melakukan mediasi pada para pihak. Mediasi
merupakan kewajiban bagi hakim sebelum gugatan sengketa waris diperiksa.
Mediasi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan sebagai pihak ketiganya
adalah orang lain bukan hakim.

Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk
menyelesaikansengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi
para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari
perselisihan antara para pihak apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu

keluarga, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalan pengadilan

menerima putusan hakim, dan masalah tersebut akan terbawa dalam kehidupan

14



sehari-hari. Beda halnya dengan menempuh jalan mediasi, di sini mediator
hanya menjadi penengah atau memberikan nasehat dan tidak mempunyai
kewenangan dalam mengambil keputusan. Hasil dari mediasi tersebut adalah
merupakan hasil dari dari perundingan para pihak yang bersengketa, dan
hasilnya ini sama-sama disenangi para pihak dan tidak ada lagi masalah lagi yang
terjadi kemudian hari, karena telah dicari jalan sebaik-baiknya dalam
menyelesaikan sengketa waris dalam perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. di
Pengadilan Negeri Pati ini.

Sebelum sidang berkelanjutan hakim menawarkan dan memberikan
waktu untuk melakukan mediasi sebagai salah satu jalan penyelesaian sengketa
yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada
pihakyang dimenangkan " ataupun dikalahkan (win-win solution).* Tapi dalam
mediasi juga ada kelemahannya seperti pithak yang lemah sering kali tertekan
yang membuat pihak tersebut mengalah dan menyerahkan beberapa hak-hak
mereka. Disinilah peran mediator yang cakap guna menetralisir keadaan, supaya
pihak yang lemah berani untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan
pendekatan persuasif kepada pihak tersebut untuk menggali lebih dalam untuk
mendapatkan informasi mengenai masalah yang mereka hadapi dari sudut
pandang pihak tersebut.

Dengan menempuh jalan mediasi, diharapkan sengketa waris yang

melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat yang bersengketa, akan

4 Syahrizal Abbas, 2010, Mediasi, kencana, jakarta, him. 24
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menemukan suatu keputusan yang menguntungkan bagi para pihak dan tidak ada
lagi masalah ini berlanjut di kemudianhari.

Masyarakat Kabupaten Pati sendiri masih memandang mufakat adalah
salah suatu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa,
sehingga jalur yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa
adalah melalui jalur perdamaian, tetapi dari sudut pandang yang salah
masyarakat Kabupaten Pati menganggap dengan menempuh cara mediasi di
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati hanya merupakan sebuah langkah formalitas
dalam menyelesaikan sengketa, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan
zaman, yang kebanyakan dari mereka menganggap jalur mediasi merupakan
cara yang kurang efektif untuk menyelesaikan suatu sengketa waris.

Persoalannya sekarang adalah efektifitas penerapan mediasi di
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati dalam menyelesaikan sengketa waris perkara
No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. yang diajukan Di Pengadilan Negeri Pati. Upaya apa
saja yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri kelas 1A Pati dalam menangani
menyelesaikan sengketa waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
membahas tentang penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh hakim.
Maka dalam skripsi ini penulis memberi judul yaitu: “TINJAUAN YURIDIS
PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

KEWARISAN (Studi Kasus Putusan No.20/Pdt.G/1998/PN.Pt.)
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan oleh
hakim di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh hakim
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati?
3. Apa upaya yang dilakukan hakim guna menghadapi kendala yang ditemui
dalam persidangan di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati?
C. Kegunaan Penelitian
Adapun Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah sebagaiberikut :
1. Secara teoritis

a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang
sengketa kewarisan pokok perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. di
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati.

b. Dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan
penelitian inidengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang
ada didalamnya.

c. Penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan
masyarakat.

2. Secara praktis
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a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam
mengahadapipersoalan mengenai proses sengketa waris.
b. Menjadi pedoman untuk membuat suatu kebijakan aparatur penegak
hukum untukmenyelesaikan suatu sengketa perdata waris dalam islam.
3. Bagi Universitas
Untuk menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai
penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi dlam pokok perkara No.

20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati.

D. Terminologi
Dalam membuat proposal penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS

PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN

(Studi Kasus Putusan No.20/Pdt.G/1998/PN.Pt.)” ini memperhatikan ketentuan umum,

dalam putusan hakim pada no pokok perkara tersebut di atas serta memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang terkait. Agar makna judul dapat dipahami
dengan baik oleh para pembaca maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

a. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka
secara nyata pada kebutuhan emosi mereka, sehingga mediasi tidak hanya
tertuju pada hak-hak hukumnya. Sehingga dapat memberikan para pihak
kesempatan dalam berpatisipasi langsung dalam menyelesaikan perselisihan
mereka. Dan juga memberikan para pihak kemampuan untuk melekukan

kontrol terhadap proses dan hasilnya.
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b. Mediasi dapat mengubah hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan
saling pengertian yang baik antara para pihak yang bersengketa karena
mereka sendiri yangmemutuskannya.

c. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan secara cepat dan relatif murah
dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga
arbitrase.Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang
hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang

dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

E. Metode Penelitian
Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali
sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
muncul tentang suatu objek penelitian.> Untuk itu digunakan beberapa metode
untuk memperoleh data yang diperlukan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :
1. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis
sosiologis (socio legal research) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian
hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan

dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan

5 Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 29.
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yang ditemui dalam penelitian.®
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu dengan
memberikan gambaran mengenai penyelesaian permasalahan pelaksanaan
kewarisan. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.’
3. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan (library research) artinya data yang diperoleh
dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan
tulisan-tulisanilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji.
Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.®
2) Penelitian Lapangan (Field Research)
Pada penelitian ini diperoleh data dengan cara melakukan observasi dan
pengamatan langsung ke para penggugat, kemudian dilakukan
wawancara dengan pihak-pihak tersebut mengenai permasalahan
pelaksanaan kewarisan.

b. Jenis Data

6 Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja GrafindoPersada,
Jakarta, him. 133.

7 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta, him. 10
8 Mestika Zed, 2007, MetodePenelitianKepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, him. 3
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Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data
yang akan digunakan adalah :
1) Data Primer
Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke
lapangan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta ke
salah satu para penggugat (Seniman, M.Pd.1).
2) Data Sekunder
Data ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu berupa peraturan-
peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan waris dan
mediasi. Dalam melakukan penelitian ini- digunakan. bahan-bahan
hukum vyaitu ;
a) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat dan membantu didalam:
(1)Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(2)Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
(4)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 jo Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang
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digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan yang
berhubungan dengan pelaksanaan kewarisan dan mediasi. Hasil
putusan pokok perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. Pengadilan Negeri
Pati, hasil putusan banding di pengadilan tinggi semarang dan hasil
putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
c) Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber
hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan
acuan bidang hukum.® Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain,
kamus hukum dan ensiklopedi.
4. Teknik Penelitian Data
Pengumpulan data yang dilakukan ofeh penulis dengan cara :
a. Studi dokumen
Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum
(baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak
dari premis normatif.® Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan
dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan
yang dibahas.
b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan

° Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo, Jakarta, him.33
10 Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 126.
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komunikasi, yakni melalui kontak. Untuk mendapatkan data ini penulis
melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait ; salah satu diantara
para penggugat (SENIMAN, M.Pd.l) pada pokok perkara No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. di Pengadilan Pati. Metode wawancara yang
digunakan adalah wawancara terbuka atau semi tersktruktur, dalam artian
bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang
akan diajukan kepada narasumber, namun ditengah wawancara
dimungkinkan untuk keluar dari konsep pertanyaan yang telah

dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan.

5. Pengolahan dan Analisis Data
Setelah- memperoleh data, maka langkah selanjutnya yang akan
dilakukan adalah
a. Pengolahan Data
1. Editing
Yakni pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian
disaring menjadi suatu kumulan data yang sesuai dengan rumusan
masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat
dalam penarikan kesimpulan nantinya.
2. Coding
Yakni proses pemberian tanda atau kode-kode tertentu pada data yang

telah didapat menurut kriteria yang ditentukan untuk mempermudah
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analisis data yang dilakukan.
b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder

data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan

rumus statistic dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan

kalimat- kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan

perundang- undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan

yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan

sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan

menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang

digunakan. ~ Kemudian  dideskripsikan ke  dalam bab-bab dan

menuangkannya dalam sebuah skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan Sistematis, maka dalam
hal ini pembahasan dalam penelitian di bagi dalam 4 (empat) bab, yaitu: BAB |
: PENDAHULUAN yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II: TINJUAN PUSTAKA vyang meliputi kajian pustaka mengenai
tinjauan umum tentang mediasi, pengertian mediasi, dasar hukum mediasi,
prosedur penyelesaian tentang mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-
prinsip mediasi, hal-hal yang bersifat umum, yaitu ketentuan waris secara

umum, pengertian waris, asas-asas pelaksanaan kewarisan, pengaturan
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pelaksanaan kewarisan, syarat dan rukun kewarisan serta akibat kewarisan.
analisis data-data dari hasil observasi di lapangan dan berangkat dari fakta-fakta
yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta- fakta yang khusus dan kongkrit
itu di tarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan teknik ini peneliti
akan menganalisis data yang diperoleh dari masyarakat Desa obyek sengketa
tentang pokok perkara.

BAB |1l : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berupa tentang
gambaran umum tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara
mediasi, kendala proses pelaksanaan mediasi, upaya yang dilakukan hakim guna
menghadapi kendala yang ditemukan - dalam pelaksanaan mediasi serta
keberlangsungan dalam persidangan.

BAB IV : PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab
sebelumnya, saran-saran, serta kata penutup kemudian dilanjutkan dengan kata

penutup, Daftar pustaka serta lampiran-lampiran.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Mediasi.
1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare
yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk peran yang ditampilkan
pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan
mnenyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada’ ditengah ini juga berarti
bersifat netral dan juga memihak dalam menyelesaikan sengketa. la harus
mapu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan
sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan para pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung
tiga unsur penting. Pertama, mediasi perupakan proses penyelesaian
perselisinan yang terjadinantara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang
terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari
luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesian
sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki
kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses
negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak

(imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk
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membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.
. Dasar Hukum Mediasi

Ketentuan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 02 tahun 2003 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (3):

“Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi,
maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur
penyelesaiannya olehUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56
angka 2 yakni:

“Ketentuan Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak
menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” Intinya
pada Pasal ini- Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus
melalui upaya damai (mediasi)”.

. Prosedur Penyelesaian Dengan Mediasi
Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama (PERMA No. | Tahun 2008)
a. Tahap Pra Mediasi
Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak
Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim
Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan

proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur

mediasi kepada para pihak yangbersengketa.Para pihak memilih Mediator

1 Garry Goopaster, 1993, Negosiasi Dan Mediasi ,ELIPS Project, Jakarta, , him. 201.
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dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling
lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam
point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang
dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan
pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

. Tahap Proses Mediasi.

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk
Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim,
masing — masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim
Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari
kerja sejak Mediator dipilinh oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis
Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada
para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat
melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah
Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah
dua kali berturut — turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai
jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib
dirumuskan secara tertulis dan di tandatangani oleh para pihak dan
Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib

menyatakan secara tertulispersetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para
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pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang
telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian
tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada
Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para
pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam
bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan
Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.
d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib
menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan
memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan
pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk
mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika
mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihakdalam proses mediasi
tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar
Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan
Agama atau Pengadilan Negeri tidak dikenakan biaya.

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi
Mediasi merupakan salah satubentuk dari alternatif penyelesaian

sengketa di luar pengadilan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa
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antara para pihakdengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial.
Mediasi dapat mengantarkanpara pihak pada perwujudan kesepakatan damai
yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi
menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak
yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak
yang bersengketa pro aktif dan berkewenangan penuh dalam pengambilan
keputusan. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil
keputusan, ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi
guna mewujudkan kesepakatan damai mereka yng berselisih.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti
tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama dalam
penyelesaian sengketaadalah keinginan dan iktikad baik, hal ini kadang-
kadang membutuhkan pihak ketiga dalam mewujudkannya. Mediasi juga
memberikan keutungan antara lain:

a. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan
mereka secara nyata pada kebutuhan emosi mereka, sehingga mediasi
tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

b. Memberiakan para pihak kesempatan dalam berpatisipasi lansung dalam
menyelesaikan perselisihan mereka.

c. Memberikan para pihak kemampuan untuk melekukan kontrol terhadap
proses dan hasilnya.

d. Mediasi dapat mengubah hasil yang tahan uji dan akan mampu
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menciptakan saling pengertian yang baik antara para pihak yang
bersengketa karena mereka sendiri yangmemutuskannya.

e. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan secara cepat dan relatif murah
dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke
lembaga arbitrase.

f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan
oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan-yang diperoleh melalui
jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak yang terus-
menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun
kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.
5. Prinsip-Prinsip Mediasi
Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya
kegiatan mediasi. Ada lima prinsip mediasi, antara lain:

a. Prinsip kerahasiaan, bahwa segala sesuatu ya terjadi dalam pertemuan
yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa
tidak boleh disiarkan ke publik atau pers oleh masing-masing pihak.

b. Prinsip sukarela, masing masing pihak yang bersengketa datang ke mediasi
atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara suka rela dan tidak ada
paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

c. Prinsip pemberdayaan, bahwa orang yang datang ke mediasi sebenarnya
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mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi mengenai masalah mereka
sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
d. Prinsip netralitas, mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan
atau tidaknya mediasi
e. Prinsip solusi yang unik, bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi
tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses
kreativitas.
B. Tinjauan Umum Tentang Waris
1. Pengertian waris
Pengertian waris dalam Buku Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata
waris itu berasal dari bahasa Arab yaitu warasa-yarisu-warisan-taurisan /
turas yang berarti mempusakai adalah = ketentuan-ketentuan tentang
ketentuan pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang
berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta
diterima masing-masing , dalam hukum waris yang dibawa oleh nabi
Muhammad SAW setelah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam
dan sekaligus merombak system kekerabatan , bahkan menolak sistem
pemilikan harta di masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris islam juga
mengandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak

memiliki harta warisan.? Dalam istilah lain disebut Tirkah’ adalah harta yang

12 Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5, 1993, PT. Ichtiar Baru VVan Hoeve, Jakarta , him.1
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ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.™

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam
mengartikan bahwa:

“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hakpemilikan harta peninggalan ( Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing”.

Pengertian kewarisan menurut Burgerlijk Wetboek ( selanjutnya
disebut KUH Perdata) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai
kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan
yang ditinggalkan olehorang yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini
bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka
dengan pihak Kketiga.'* Pengertiankewarisan menurut hukum adat adalah
aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang
menarik perhatian, 1alah proses penerusan dan peralihan kekayaan materieel
dan immaterieel dari turunan ke turunan.*®

Sedangkan dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan
dengan mengambil kata waris dengan di bubuhi awalan ke dan akhiran an.
Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat
berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal

orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna

hal ihwal peralihan harta yang sudah mati kepada yang masih hidup dan

13 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 4 , 2006, PT Nada Cipta Raya, Jakarta , him.483
M Pitlo, Loc.cit, him, 1.
Bk, Ng. Soebakti Poesponoto, Loc.cit, him. 231
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dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan
mengikat untuk semua orang yang beragama islam.®
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum waris islam mengatur
pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
Hal ini menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-
masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi
orang yang meninggal dimaksud.*’
2. Asas-asas Pelaksanaan Kewarisan
Adapun asas-asas yang tercantum dalam pelaksanaan kewarisan
adalah sebagai berikut :
a. Asas ljbari
Dalam hukum fslam, peralihan harta seseorang yang telah
meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan
sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan
kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut
secara ijbari. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan
penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal
dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara

otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang

18 Moh. Muhibbin dan Abdul wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di
Indonesia,2011, Sinar Grafika, Jakarta , him.9.

17 Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia , (Sinar Grafika,Jakarta, him.33

34



sudah ditentukan. Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan
(compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luarkehendaknya sendiri. Unsur
paksaan (ijbari) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhakmenerima harta
warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-
Qur'an yaitu surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Bentuk ijbari dari segi
jumlah yang diterima, tercermin dari kata mafrudan, bagian yang telah
ditentukan. Istilah ijbari direfleksikan sebagai hukum yang mutlak
(compulsary law).
b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah
peralihan harta itu di kalangan para ahli waris. Asas bilateral untuk
menyebut realitas sistem kewarisantanpa adanya clan - garis keturunan
sepihak- sehingga dengan asas bilateral dalamhukum kewarisan Islam
berarti seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat,
dari ibunya maupun bapaknya, dan dari kerabat ibu maupun bapak.
Demikian juga ibu atau ayah dapat menerima warisan dari keturunannya
yang perempuan atau laki-laki. Asas ini dapat dilihat dalam surat an Nisa'
ayat 7, 11, 12 dan

176. Ayat-ayat tersebut mengandung pengertian bahwa antara
orang tua dan anak, antara laki-laki dan perempuan mempunyai status
yang sama dalam kekeluargaan dan kewarisan.

¢. Asas Individual
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Asas ini berarti bahwa harta warisan mesti dibagi-bagi di antara
para ahli warisuntuk dimiliki secara perseorangan. Bahwa pemilikan harta
warisan oleh ahli waris bersifat individual, dan hak pemilikan bersifat
otonom serta bagian yang diterimalangsung menjadi hak milik secara
sempurna. Asas individual ini terlihat jelas dari ayat 11, 12 dan 176 surat
an-Nisa' yang mengatur bagian masing-masing ahli waris. Setelah
terbukanya kewarisan, harta warisan mesti dibagi-bagi di antara para ahli
waris sesuai dengan bagiannya.

. Asas Keadilan

Asas ini mengandung arti bahwa senantiasa ada keseimbangan
antara hak dan kewajiban, antara hak warisan yang diterima seseorang
dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya, sehingga antara laki-laki
dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang
dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian
baik perempuan maupun laki-laki sama-sama berhak tampil sebagai ahli
waris dan bagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung
jawab. Oleh karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dari
perempuan, maka hak yang diterimanya juga berbeda, laki-laki mendapat
dua kali lipat dari perempuan. Asas ini dapat ditarik dari surat an-Nisa' ayat
11 (bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan).
Dalam surat an-Nisa' ayat 12 ( bagian suami lebih besar dari isteri). Dalam

surat an-Nisa' ayat 176 (bagian saudara laki-laki lebih besar daripada

36



saudari perempuan).
e. Asas Personalitas ke-Islaman
Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi
antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh
karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak
saling mewarisi.
f. Asas Kewarisan Akibat Kematian
Asas ini menyatakan hahwa perpindahan harta warisan dari
pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia.
Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli
warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal,
menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah
atau jual beli atau lainnya. Asas kewarisan akibatkematian dapat dikaji
dari penggunaan kata warasa dalam surat an Nisa' ayat 11, 12, 176.
Pemakaian Kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang
mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini hukum
kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (yang
dalam hukum BW disebut kewarisan ab intestato).
3. Pengaturan Pelaksanan Kewarisan
Mengenai pengaturan pelaksanaan kewarisan islam yang ada di
Indonesia diatur dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam dan dengan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154
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Tahun 1991. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa

ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan
Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum unutk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang
berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.

e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan janazah, pembayaran hutang dan
pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang
lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 menyatakan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
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memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan,
wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam, wakaf dan
shadagah”. Dan Pada ayat 3 diterangkan bahwa :

“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
mengenai harta peninggalan,penentuan bagian masing-masing ahli waris,

dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

4. Syarat dan Rukun Kewarisan

Syarat-Syarat kewarisan ada tiga, yaitu :

a.

Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara
hukum (misalnya dianggap telah meninggal dunia).

Adanya ahli waris hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal
dunia.

Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah dan bagian
masing- masing.

Dalam syarat sah waris diatas bahwasanya kematian menjadi Syarat

mutlak untuk terjadinya warisan. Kematian merupakan faktor kewarisan

dalam islam. Kebalikan dari kewarisan dalam hukum perdata yang mengakui

adanya kewarisan sebelum adanya orang meninggal, yang dijelmakan dalam
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bentuk wasiat seperti yang terdapat dalam surat wasiat atau testament.8

Sedangkan dalam bentuk rukunnya waris itu terbagi tiga, yang

terdapat dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang

ketentuan kewarisan diantaranya yaitu:

a.

Pewaris, yakni orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan
Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta
peninggalan

Ahli waris, yakni orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta warisan, yakni adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan janazah, pembayaran hutang dan

pemberian untuk kerabat.

. Akibat Kewarisan

Dengan adanya suatu pelaksanaan kewarisan maka akan timbul suatu

akibatkewarisan , yaitu:

a.

b.

C.

Adanya hubungan pewaris dan ahli waris
Timbul hak dan kewajiban ahli waris

Lahirnya pemilik harta warisan baru

18 Yaswirman, 2011, Hukum Keluarga,Jakarta, Rajawali Pers,Jakarta, him.219
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d. Upaya penyerahan dan perlidungan terhadap harta warisa

e. Adanya harta warisan

C. Tinjauan Umum Waris dalam Islam

Waris dalam Islam adalah aspek hukum yang mengatur bagaimana

harta dan aset seseorang dibagi setelah kematian mereka. Waris adalah salah satu

topik penting dalam hukum Islam dan memiliki landasan yang kuat dalam Al-

Quran dan Hadis. Hukum waris dalam Islam memberikan pedoman tentang

bagaimana harta pusaka seorang Muslim harus dibagi di antara ahli warisnya.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam tinjauan umum tentang waris dalam

Islam:

1.

Landasan Hukum; Hukum waris dalam Islam-didasarkan pada prinsip-
prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an mengandung
beberapa ayat yang secara eksplisit mengatur. pembagian warisan, seperti
dalam Surah An-Nisa (4:11-12) dan Surah An-Nisa (4:176). Hadis juga
memberikan panduan lebih lanjut mengenai hal ini berdasarkan praktik
Nabi Muhammad SAW.

Ahli Waris : Hukum waris dalam Islam mengidentifikasi ahli waris yang
sah, yang termasuk dalam kelompok ini biasanya adalah anak-anak,
suami/istri, orang tua, dan saudara-saudara yang masih hidup.

Pembagian Waris : Pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan bagian
tetap (fara'id) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Bagian ini mencakup hak-

hak waris yang telah ditentukan secara jelas untuk setiap ahli waris. Selain fara'id,
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ada juga bagian yang disebut sebagai wasiat (bequests), yang merupakan bagian
dari harta pusaka yang dapat diberikan sesuai dengan keinginan
almarhum/almarhumah selama tidak melebihi sepertiga dari total harta.

4. Prinsip Keadilan : Prinsip utama dalam pembagian waris dalam Islam adalah
keadilan. Sistem waris Islam didesain untuk memastikan bahwa hak-hak individu
dan kelompok dijaga dengan adil, dan pembagian waris harus mematuhi
ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

5. Pengarus Budaya dan Hukum Lokal: Meskipun ada pedoman yang jelas dalam
Islam tentang hukum waris, praktik-praktik waris bisa berbeda-beda di berbagai
negara dan budaya Islam. Ini bisa dipengaruhi oleh tradisi lokal dan hukum
peradilan negara yang bersangkutan.

6. Perubahan. dan Reformasi : Beberapa negara dan komunitas Muslim telah
mencoba mereformasi hukum waris untuk menciptakan kesetaraan gender yang
lebih besar dalam pembagtan warisan, mengingat bahwa hukum waris tradisional
cenderung memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan
perempuan. Ini- menciptakan. diskusi - yang luas tentang bagaimana
menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tuntutan kesetaraan gender dalam
konteks hukum waris.

Tinjauan ini memberikan gambaran umum tentang hukum waris dalam Islam.
Namun, penting untuk diingat bahwa praktik waris dapat bervariasi di berbagai
komunitas dan negara, dan sering kali melibatkan aspek-aspek sosial dan budaya yang

kompleks serta berubah seiring waktu.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam ruang lingkup peradilan indonesia, setiap pengadilan seluruh di
indonesia diwajibkan mengadakan proses mediasi sebelum memasuki proses
mediasi, berdasarkan ketentuan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 02 tahun 2003 joPeraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (3):

“ Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan
hakim tersebut batal demi hukum.

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur
penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka
2 yakni:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup
kemungkinanusaha penyelesaian perkara secara damai.” Intinya pada Pasal ini
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai
(mediasi)”.

Diharapkannya dengan mediasi suatu perkara dapat diselesaikan dengan
baik-baik tanpa ada konflik yang terjadi dikemudian hari, karena dengan adanya
mediasi semua perkaradapat diharapkan selesai dengan cepat, mudah, dan murah.

Mediasi merupakan cara penyelesaian secara efektif dan efisien melalui

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu para
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pihak serta dibantu oleh mediator. Dalam semua perkara terutama perkara perdata
diwajibkan untuk dilakukan mediasi, apabila terjadi pelanggaran terhadap
kewajiban mediasi akan berakibat batalnya demi hukum sehingga mediasi adalah
suatu cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara tuntas
dan final.

Penyelesaian suatu perkara yang muncul hendaknya bermuara pada aspek
damai dankerukunan yang menjadi tujuan setiap pengadilan, termasuk gugatan
pada perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati. Dalam
setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, pengadilan tidak lansung memeriksa
dan menetapkan aturan hukumnya, melainkan berupaya mengajak para pihak untuk
berdamai terlebih dahulu.

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh
hakim di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati membahas pentingnya dan proses
mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa, yang mana sengketa
dalam hal ini adalah mengenai sengketa kewarisan. Semakin banyaknya
masyarakat memilih pengadilan sebagai sarana mereka menyelesaikan masalah
keluarga yang dimaksud disini ialah mengenai perkarakewarisan, terlihat dari
perkara kewarisan tersebut membuktikan tidak sedikit sengketa kewarisan yang
bisa diselesaikan hanya dengan mediasi. Dalam kenyataannya sebagian sengketa
kewarisan di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati tidak dapat diselesaikan melalui
upaya damai yang sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang

berkembang dalam masyarakat dan ruang lingkup pengadilan.
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Setiap kendala yang ditemui pasti ada jalan keluar atau upaya yang
diusahakan untuk menghadapinya, sehingga keberadaan kendala tersebut bisa
diminimalisir atau lebih baik dihilangkan, sehingga pelaksanaan proses mediasi
dapat berjalan secara efisien dan lancar tanpa kendala yang berarti. Dengan dapat
diatasinya beberapa kendala tersebut, maka pelaksanaan proses mediasi dapat
dilakukan sesuai harapan.

Masyarakat penduduk Kabupaten Pati yang berpekara mengenai waris di
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati berasal dari berbagai kalangan baik dari kalangan
bawah sampai kalangan yang berpendidikan. Tidak sedikit pula dari kedua belah
pihak berasal dari latar belakang ekonomiyang berbeda juga, baik salah satu pihak
ada yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas dan pihak yang
lainnya berlatar belakang menengah ke atas. Siapapun parapihak tersebut terlebih
dahulu harus menempuh proses mediasi.

A. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kewarisan Secara Mediasi
OlehHakim Di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati
Proses pendaftaran pengadilan itu sendiri didahului dengan mengajukan
surat gugatan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketika surat telah diterima
diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat kuasa
Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai dengan
nomor SKUM, lalu panitera menyerahkan perkara kepada ketua Pengadilan
melalui wakil panitera atau juga boleh melalui panitera.

Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh hakim di
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Pengadilan Negeri kelas 1A Pati sesuai dengan acuan dari PERMA Nomor 1
Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Untuk memimpin dan menjadi penengah
dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi
supaya dapat berjalan secara efisien dan menemukan hasil akhir yang

memuaskan, adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut :

[EN

. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sdarah atau semenda sampai dengan
derajatkedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

4. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap
terhadapkesepakatan para pihak

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundinagan maupun hasilnya

Dalam ilmu mediast yang dikembangkan oleh negara-negara barat,

mediator tidaklah berasal dari kalangan keluarga untuk menjaga supaya ia tidak

memihak kepada salah satu pihak. Menurut Imam Nawawi seorang hakam

(mediator) harus laki-laki, adil, mengetahui cukup informasi kasus yang

ditangani. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwasyarat hakam antara lain berakal,

baligh, adil, dan muslim.®

Dalam hal ini dapat dilihat, syarat-syarat Prosedur mediasi dibagi ke

dalam tigatahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, tahap akhir

19 Wawancara dengan Bapak Ahmad ansari, selaku mediator Hakim aktif di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati,
6 maret 2015
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mediasi.
1. Tahap Pra Mediasi

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Tahun 2008, pada hari yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua
belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menenmpuh mediasi.
Hakim, melalui kuasa hukum atau lansung kepada para pihak untuk berperan
lansung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak
berkewajiban juga harus mendorong para pihak sendiri berperan lansung dan
aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan
perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses
mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara, hakim
aktif bersetifikat sebagai mediator di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati,
menyatakan bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis
hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara®®.
Apabila tidak berhasil maka ditunjuklah mediator yang telah ditunjuk. Setelah
ditunjuk mediator setujuioleh para pihak, lalu dilanjutkan ke ruang mediasi
yang telah disediakan oleh pihakpengadilan. Dengan kata lain proses mediasi
baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berpekara menghadiri
sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan
surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.

Di dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
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disebutkan mengenai daftar mediator, sebagai berikut:

1.

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan
menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima)
nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau

pengalaman para mediator.

. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki

sertifikat dalam daftar mediator.

. Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang

bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat

ditempatkan dalamdaftar mediator.

. Mediator bukan hakim yang bersetifikat dapat mengajukan permohonan

kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar

mediator pada pengadilan yang bersangkutan.

. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan serifikat, Ketua Pengadilan

menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.

. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasikan dan mempebarui daftar

mediator.

Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkann nama mediator dari daftar
mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi
tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan
pelanggaran atas pedoman perilaku.

Berdasarkan yang dituturkan diatas, mediator hakim aktif di
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Pengadilan Negeri kelas 1A Pati, menyatakan bahwa masing-masing
Pengadilan harus Menyediakan daftar mediator hakim aktif minimal lima
orang. Tetapi pada waktu itu di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati hanya ada 3
orang mediator hakim aktif.
. Tahap Proses mediasi

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, Majelis Hakim
pemeriksa perkara mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila tidak
ditemukan kata sepakat dan diserahkan kepada Majelis Hakim Untuk
menunjuk mediator, maka pada hari itu juga Majelis Hakim menunjuk
mediator bagi para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengeluarkan
surat penetapan penunjukan mediator. Setelah itu para pihak mendatangi
ruang mediasi-dalam catatan mediator tidak boleh mengadakan mediasi di
luar pengadilan, dengan membawa surat penetapan penunjukan mediator
olen Majelis Hakim beserta resume perkara untuk diserahkan kepada
mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Setelah mediator
mempelajari Isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk
mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah
disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani
kepada para pihak. Dan apabila diperlukan mediator dapat melakukan
pertemuan sendiri- sendiri dengan salah satu pihak (kaukus) untuk
mendapatkan keterangan lebihlengkap.

Seandainya tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat
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dilaksanakan kecuali diwakilkan dengan surat kuasa khusus berdasarkan
alasan yang sah. Apabila mediator merasa para pihak tidak dapat didamaikan
lagi karena tergugat tidak mau menghadiri proses mediasi atau para pihak
menunjukan itikad yang tidakbaik, maka mediator berwenang menyatakan
proses mediasi gagal tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu yang
diberikan. Di masa itu Pengadilan Negeri kelas 1A Pati sendiri hanya terdapat
satu ruang khusus mediasi dan jadwal pelaksanaan mediasi adalah pada hari
senin , selasa, dan rabu setiap jam 09:30- 12:00 WIB, dengan jumlah perkara
yang dimediasi dalam sehari kurang lebih sebanyak tujuh perkara.

menurut ketentuan mengenai jangka waktu mediasi diberikan selama
40 hari, tapi pelaksanaanya disini hanya selama 15 hari, dan apabila
kesepakatan tidaktercapal maka hakim dapat memperpanjangnya lagi. Hal ini
tergantung dari laporanmediator tentang hasil mediasi kepada hakim, apakah
mediasi telah dinyatakan berhasil atau gagal ataupun mau diperpanjang lagi.

Begitu juga dalam jangka waktunya selama 40 hari dengan waktu
tambahan 14 hari. Namun di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati, karena
kasusnya menyakut keutuhan hubungan keluarga dan kerabat, maka
pengadilan memberikan kebijaksanaan cukup 15 hari dengan waktu
kemunduran selama dua minggu dari sidang pertama.?° Maksud dari waktu

kemunduran tersebut adalah suatu batas waktu kehadiran yang diberikan

20 \wawancara dengan salah satu penggugat perkaradi Pengadilan Negeri kelas 1A Pati, 1989
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kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat untuk mengahadiri sidang
pertama yang selanjutnya akan dilaksanakan mediasi.

Menujuk pada keterangan diatas, mediasi di Pengadilan Negeri kelas
1A Pati telah membuat suatu kebijakan yang mengenai jangka waktu
pelaksanaan proses mediasi. Dengan kebijakan yang seperti itu, maka yang
tidak beritikad tidak baik dalam proses mediasi tidak dapat megulur-ulur
waktu lagi yang dapat memperlambat proses perkara selanjutnya. Jadi, bila
mediator merasa ada itikad tidak baik dari para pihak atau salah satu pihak
yang berpekara, maka mediator dengan kewenagan yang dimilikinya dapat
menyatakan proses mediasi telah gagal, yang selanjutnya akan dilaporkan
kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Pelaksanaan proses mediasi cukup baik dan dapat dipahami oleh para
pihak. Para pihak menyampaikan permasalahan mereka dan mediator
berupaya untuk menengahi kedua belah pihak supaya permasalahan mereka
dapat diselesaikan dengan damai dan keputusan akhir memenangkan kedua
belah pihak. Karena ada juga sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan
dengan baik-baik, dan malah hubungan keluarga atau kerabat yang rusak
karena sengketa waris ini tidak dapat diperbaiki lagi. Kewenangan mediator
disini hanya memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yangg bersifat
netral, yang mana solusi tersebut tetap menjaga keutuhan tali persaudaraan
atau kerabat dan bahkan memperbaiki hubungan mereka antara keluarga yang

sedang tegang.
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Selain melakukan proses mediasi,yang mempertemukan kedua belah
pihak dan mediator, para pihak juga dapat melakukan pertemuan dengan
mediator tanpa dihadiri oleh pihak lain, pertemuan ini disebut dengan kaukus.
Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk
mengungkapkan kepentingannya, karena kepentingan tersebut tidak ingin
didengar oleh pihak lawannya. Contohnya saja, pada sidang pertama pihak
tergugat membantah segala gugatan dan menyalahkan pihak penggugat atas
apa yang telah terjadi. Misalnya seorang kakak yang menggugat harta warisan
yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, dan adiknya menguasai tanah dan
rumah yang sebenarnya adalah harta warisan orang tua mereka tanpa boleh
kakaknya menyentuh tanah dan rumahtersebut, dan bahkan mengusir sang
kakak dari rumah, yang mana kakak sebagai yang terus dibantah gugatannya
oleh adik sebagai tergugat, sehingga penggugat tidak leluasa menyampaikan
semua hal yang berkaitan dengan gugatan. Kemudian pada pertemuan kaukus
si kakak dapat menyampaikan hal-hal yang tidak dapat ia sampaikan dalam
proses mediasi kepada mediator.

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses
mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga dapat berupa
laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan surat
pernyataan pencabutan perkara. Selanjutnya hasil mediasi tersebut
diberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk

ditindaklanjuti.
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3. Tahap implementasi Hasil Mediasi

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan proses mediasi gagal danlaporan

mediasi berhasil.
a. Laporan mediasi gagal
Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari
para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah
gagal dengan membuat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam
permasalan waris, mediator berwenang untuk memberikan solusi tentang
pembagian harta warisan sesuai hukum islam atau adat sesuai dengan
pembagian - masing-masing pihak ~ dan -~ kedua = belah pihak
membicarakannya, lalu mempertimbangkan solusi tersebut dan sama-
sama sepakat. Bila para pihak tidak menemukan kata sepakat dan damai
dalam proses mediasi, maka mediator akan menyatakan proses mediasi
gagal yang selanjutnya dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
Sehingga perkara waris ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok
perkara oleh Majelis Hakim pada hari sidang selanjutnya.
b. Laporan proses mediasi berhasil
Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau kata
sepakat diantara para pihak. Apabila proses mediasi berhasil, maka
mediator akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan menandatangani surat
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pernyataan pencabutan perkara dan majelis hakim akan menghentikan
prosess persidangan karena para pihak telah berdamai.

Mengenai akta perdamaian diserahkan kepada keinginan para
pihak, apakahmereka ingin membuat akta perdamaian atau tidak. Maka
para pihak telah dapat membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan
kembali hidup damai sebagaisaudara atau kerabat dengan rukun.

Menurut pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian (dading) adalah
suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,
menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang
sedang berlansung ataupun mencgah timbulnya suatu perkara. karena
dalam suatu perkara waris pasti ada unsur benda, maka dibutuhkanlah akta
perdamaian-oleh kedua belah pihak.

Dapat dikatakan pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri
kelas 1A Pati, secara garis besar proses pelaksanaan mediasi dibagi atas
tiga tahap:#

1) Tahap Pra mediasi, mediator melakukan beberapa hal anata lain :
a) Pembukaan dengan salam, dan tertib
b) Membangun kepercayaan diri,
¢) Menghubungi para pihak,

d) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi,

2L Ibid
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e) Mengordinasikan pihak bertikai,

f) Menentukan siapa yang hadir

g) Menyepakati waktu dan tempat, dan

h) Menyepakati rasa aman bagi kedua belah pihak untuk membicarakan
pertemuan dan membicarakan permasalahan mereka mengenai harta
warisan.

2) Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang
bertikai sudah berhadapan satu lain dan memulai proses mediasi. Dalam
tahap ini , terdapat beberapa langkah antara lain:

a) Pembukaan dengan salam, dan tertib

b) Sambutan pendahuluan mediator,

c) Pemaparan kisah dari para pihak,

d)-Mengurutkan permasalahan,

e) Menemukan butir kesepakatan keputusan,

f) Mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan
g) Penutup mediasi.

3) Tahap akhir mediasi. Para pihak dikumpulkan kembali guna
mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan
lebih rinci. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh
permasalahan telah dibahas, dimana para pihak tinggal melaksanakan
hasil-hasil kesepakatan. Mediasi selesai, mengakhiri mediasi secara

formal dan tertib. Seluruh langkah diatas mengacu pada pedoman mediasi
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yang telah diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tanpa mengurangi atau
melebihi prosedur yang telah ditetapkan, begitulah yang disampaikan oleh
mediator.??

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan semua langkah-langkah
yang terdapat pada tata cara penyelesaian sengketa kewarisan secara
mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati bersumber dan
dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan pada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tanpa mengurangi dan atau
melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut. Diharapkan dengan
berpedoman dengan PERMA' Nomor 1 Tahun 2008 ini, proses
penyelesaian sengketa  kewarisan secara -mediasi oleh hakim di
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati dapat berjalan lancar dan efisien, serta
diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang
bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk
menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan
tingkat pertama.

Dengan pengaturan prosedur mediasi sekian rupa, diharapkan segala
sengketa yang masuk kepada Pengadilan Negeri kelas 1A Pati,
termasuk didalamnya sengketa kewarisan, karena pada dasarnya

sengketa kewarisan melibatkan kedua belah pihak yangberasal dari satu

22 |bid
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keluarga yang sama, disini mereka sebagai anak atau kerabat yang
ditinggali harta warisan oleh orang tua mereka yang telah meninggal
mempermasalahkan harta warisan tersebut dan akhirnya saling
memperebutkan hak mereka atas harta warisan tersebut, sehingga
hubungan mereka antar saudara menjadi pecah dan terjadi perselisihan,
yang membuat masalah ini tidak lagi bisa diselesaikan dengan kepala
dingin, sehingga salah satu atau kedua pihak sepakat menyelesaikan
masalah ini dengan cara hukum, dan disinilah tujuan mediasi, apabila
mediasi tersebut dijalankan sesuai dengan tata cara mediasi yang telah
diatur oleh. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dikehendaki sengketa
kewarisan ini tidak menemukan kendala yang berarti karenaperaturan
mengenai medasi ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, didalam PERMA ini masih
terdapat beberapa kelemahan.

Karena terdapat beberapa kelemahan yang ditemui pada PERMA
Nomor 2 Tahun 2003, dimana kelemahan-kelemahan normatif yang
membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang
diinginkan, maka kelemahan tersebut ditinjau laludirevisi berdasarkan
berbagai masukan dari kalangan hakim mengenai kelemahan atau
permasalahan dalam PERMA tersebut dan dissmpurnakanlah ke dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehingga diharapkan sengketa

kewarisan dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, karena dengan
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menempuh jalur mediasi kedua belah pihak dapat menyelesaikan
mereka dengan baik-baik tanpa adanya persesihan lagi, dengan adanya
mediator yang menengahi mereka serta memberikan masukan-masukan
yang penting serta melakukan pendekatan persuasif kepada kedua
belah pihak guna merubah jalan pikiran mereka, sehingga didapatkan
solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) dan
tidak terjadi perselisihan lagi antara kedua belah pihak.

Dibutuhkan iktikad baik dari kedua belah pihak, supaya proses mediasi
dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Apabila mediasi berjalan
efisien dan lancar maka diharapkan mendapatkan kesepakatan damai
antara kedua belah pihak, yang membuat hubungan mereka sebagai
saudara -atau kerabat kembali utuh, dan tidak memperpanjang
perselisihan mereka.

Pengadilan Negeri kelas 1A Pati mengharapkan setiap perkara yang
masuk, dapat diselesaikan mediasi, karena dengan menempuh jalur
mediasi, perkara dapat diselesaikan dengan damai, diharapkan dengan
mencapai kesepakatan dengan damai maka terbina hubungan baik
antara para pihak yang telah berlansung maupun yang akan datang.
Sebagaimana yang yang diinginkan kita semua, bahwa proses mediasi
merupakan proses mendidik dan mendewasakan para pihak dalam
bersikap. Dimana parapihak harus mengikuti proses mediasi sesuai

aturan yang ada dan mendengar setiap arahan serta masukan yang
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diberikan oleh mediator, karena mediator disini berperan besar dalam
proses pendewasaan para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka.
Mediator berperan untuk tidak memihak terhadap masalah yang
dihadapi, sehingga timbul rasa aman dan nyaman dari para pihak dalam
menyelesaikan masalahnya. Namun sikap netral mediator tidaklah buta
terhadap masalah yang ada, mediator bisa saja memberikan pandangan
kepada para pihak ketika melihat ada proses yang tidak seimbang atau
tidak adil serta merugikan salah satu pihak. Keberadaan netralitas
mediator berada, apabila para pihak masih saling menguntungkan
sehingga tidak ada yang merasa dirinya dikalahkan.
Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari para pihak yang
bersengketa dengan mediator yang terlibat dalam proses mediasi agar
mediasi dapat berjalan lancar dan berhasil, sehingga berakhir dengan
kesepakatan damai dari para pihak. Apabilaproses mediasi dapat
berjalan semestinya dan berakhir dengan kesepakatan damai, maka
kerja sama ini dibutuhkan guna menghadapi kendala-kendala yang
timbul dalam proses mediasi, yang dalam kasus ini ialah proses mediasi
sengketa kewarisan.
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri kelas
1A Pati
Berdasarkan wawancara dengan salah satu penggugat, sebagai hakim

yang bersetifikat mediator, setiap perkara yang masuk kedalam Pengadilan
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Negeri kelas 1A Pati, kami mewajibkannya terlebih dahulu untuk mengikuti
mediasi supaya para pihak bisa menyelesaikan masalah mereka secara
kekeluargaan, sehingga para pihak dapat menemukan solusi yang
menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak terjadi perselisihan lagi di luar
pengadilan, karena mereka sudah menyelesaikan masalah mereka secara
damai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, semua perkara termasuk perkara
waris wajibmengikuti mediasi, mediasi dijalankan berdasarkan ketentuan
pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008, setiap pihak yang mengikuti mediasi di
fasilitasi ruang mediasi, waktu, mediasi, dan mediator. Mediator disini
bersifat netral, semua keputusan ada ditangan para pihak. Mediasi waris yang
dilaksanakan Di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati dapat dikatakan berjalan
efisien karena tingkat keberhasilan mediasi waris Di Pengadilan Negeri kelas
1A Pati cukup tinggi, hanya sedikit dari mediasi waris yang tidak berjalan
secara efisien karena para pihak yang tidak hadir atau mediasi tidak
menemukankesepakatan damai.

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak, kalau mereka ingin
perkara diselesaikan dengan mediasi seharusnya mereka datang pada saat
sidang mediasi, dan mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik, sehingga
proses mediasi mendapatkan hasil yang bagus.

Mediasi yang dilaksanakan di dalam pengadilan seharusnya berjalan

lancar, dan diharapkan dapat kata sepakat dan berakhir dengan damai, tetapi
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karena beberapa hal yang ditemukan dalam proses mediasi membuat hal

diharapkan tersebut kurang berjalan mulus.

Bahwa disebutkan di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati dalam
melaksanakan proses persidangan hampir tidak menemukan kendala. Tetapi
disini ada beberapa kendala yang ditemui, ialah hambatan yang diakibatkan
para pihak itu sendiri maupun kendala karena ruang lingkup yang terdapat di
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati, kendala- kendala inilah yang menghambat
keberhasilan dan kurang maksimalnya pelaksanaan dalam proses mediasi,
adapun kendala yang ditemui i1tu antara lain adalah:

1. Menunggu antrian terlebih dahulu karena ruangan mediasi di sini hanya
satudengan hakim aktif bersetifikat sebagai mediator berjumlah tiga
orang, ketika pada hari tertentu antrian para pihak yang akan menempuh
proses mediasi pada hari tersebut banyak, maka mereka harus menunggu
giliran untuk mediasi;

2. Kebanyakan para pihak yang datang ke Pengadilan Negeri kelas 1A Pati
sangat sulit untuk didamaikan atau menemukan kata sepakat karena
mereka sudah mempunyai prinsip sendiri untuk mempertahankan posisi
mereka, yang mana masing pihak-pihak menganggap tindakan yang
diambil sudah benar dan sesuai yang diinginkan, dan mungkin hanya
sedikit dari mereka yang menemukan kata sepakat dan dapat didamaikan

dalam proses pelaksanaan mediasi.
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3. Pembagian waktu yang kurang maksimal apabila terdapat antrian yang
banyak bagipara pihak ingin menempuh proses mediasi, sehingga dalam
proses mediasi kurang dapat dimaksimalkan karena jangka waktu yang
diberikan dalam proses mediasi, yang membuat para pihak kurang
mendapat waktu dalam bermediasi. Mediasi hanya berlansung sebentar
saja, hal ini sangat tidak sesuai degan harapan diadakannya mediasi, sebab
mediasi diharapkan mampu mengurangi jumlah perkarayang masuk dalam
tahap peradilan.

4. Perkara sengketa waris yang sudah sangat parah, yang mana masalah
waris tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak bisa
diselesaikan dan merasa jalan satu-satunya ialah menyelesaikan masalah
di pengadilan, yang mana dalam hal inilah yang menjadikan semua
pendekatan, nasehat, pemahaman lain yang diberikan saat mediasi menjadi
sia-sia. Maka setiap masukan yang diberikan mediator tidak akan diterima
olen oleh salah satu ataupun kedua belah pihak, mereka sudah
mempertahankan keyakinan masing-masing dan mereka menganggap
keyakinan merekalah yang benar dan akan menang dalam perkara ini.

5. Para pihak tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian tidak memiliki
niat (beriktikad baik) dalam melakukan mediasi pada pokok perkara No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. menyebutkan bahwa tidak memiliki niat yakni salah
satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi, para

pihak yang berperkara meskipun diwajibkan menyatakan secara tertulis
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persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, namun inti dari mediasi tidak
terlaksana. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para
pihak yang berpekara. Ditambah lagi kuasa hukum hanya berpegangan
kepada surat gugatan, sehingga mediator tidak dapat menjalankan perannya
sebagai orang yang mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah secara
maksimal. Kendala-kendala inilah yang membuat proses mediasi tidak dapat
berjalan secara maksimal dan sebagai mestinya. Mengaharuskan mediator untuk
berpikir guna menemukan upaya-upaya demi menyelesaikan kendala-kendala

tersebut.

Dari hasil diatas diketahui beberapa kendala yang terdapat
penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan
Negeri kelas 1A Pati, kendala- kendala tersebut menjadi faktor penghambat
untuk kelancaran proses mediasi, kendala- kendala ini jJuga membuat mediasi
terancam dan akhirnya gagal.

Kendala-kendala ini timbul karena para pihak yang kurang memiliki
kesadaran ataupun tidak mengetahui keuntungan atau manfaat nyata bagi
mereka sehingga mereka menganggap proses mediasi hanyalah sebuah
langkah formalitas sebelum memasukitahap peradilan, yang mereka pikir
apabila mengikuti ataupun tidak mengikuti proses mediasi tidak akan
merubah pemikiran mereka dan menganggap proses mediasi tidak akan bisa
menyelesaikan perkara mereka. Yang mengira sengketa mereka akhirnya
hanya akan diselesaikan melalui peradilan.

Pemikiran-pemikiran singkat dari masyarakat awam inilah yang
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mempengaruhi orang disekitar mereka bahwa mengikuti proses mediasi
hanyalah sebuah langkah formalitas, tidak mengikutinya mediasipun tidak
apa-apa, dan tidak akan mengubahapapun. Opini-opini ini terus menyebar di
masyarakat, sehingga proses mediasi dipandang sebelah mata oleh
masyarakat awam.

Pandangan yang salah inilah yang membuat masyarakat awam yang
hendak menyelesaikan perkara mereka di pengadilan, tidak begitu menaruh
perhatian lebih terhadap mediasi. Mereka jadi mengira tidak perlu juga
mengikuti proses mediasi, pemikiran ini dipengaruhi oleh pandangan yang
salah tadi, yang didapat dari orang yang juga tidak mempunyai pengetahuan
lebih mengenai mediasi, yang mana mungkin ia hanya mendengar dari orang
lain juga yang tidak jelas sumber informasinya.

Kendala-kendala lain yang terdapat dalam pelaksanaan penyelesaian
perkara secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati,
termasuk sengketa kewarisan juga dapat disebabkan pada lingkungan
pengadilan itu sendiri. Yang menjadi kendalanya adalah tempat dan waktu
yang menjadi batasan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa, waktu
yang sebentar dan ruang mediasi yang hanya terdapat satu ruang saja,
membuat mediasi kurang dapat dimaksimalkan, disesuaikan dengan
banyaknya juga antrian perkara yang juga harus menempuh jalur mediasi,
membuat pelaksanaan mediasi menjadi lama, sehingga tujuan mediasi yang

menghemat waktupun tidak tercapai. Selain itu, jumlah mediator hakim

65



aktif kurang memadai, masyarakatlebih suka memakai jasa hakim aktif
sebagai mediator, karena tidak lagi dibutuhkan lagi biaya tambahan untuk
menggunakan jasa mediator non hakim.

Kendala-kendala inilah yang membuat mediasi tidak dapat berjalan
sesuai tujuannya, tidak dapat dimaksimalkan, dan tidak berjalan efektif serta
efisien. Harapan pihak Pengadilan Negeri kelas 1A Pati adalah agar kendala-
kendala ini dapat dihadapi dengan berbagai upaya yang telahmereka
persiapkan. Sehingga proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan dicita-
citakan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

C.Upaya Yang Dilakukan Hakim Guna Menghadapi Kendala Yang
Ditemui Dalam Pelaksanaan Mediasi Kewarisan Di Pengadilan Negeri
kelas 1A Pati

Dalam menangani kendala-kendala yang muncul dalam proses
mediasi membuat para mediator harus berpikir bagaimana kendala-kendala
tersebut agar dapat dihadapi sehingga proses mediasi dapat berjalan
sebagaimana mestinya dan lancar. Membuat semua perkara perdata
termasuk mengenai perkara waris dapat menempuh proses mediasi secara
efisien, dan memaksimalkan kinerja proses mediasi itu sendiri.

Peraturan yang telah ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008
merupakan hasil pemikiran para pakar mediasi yang dituangkan sebaik
mungkin serta secara mendetail, sehingga terciptalah sebuah pedoman yang

baik tentang mediasi yang menjadi acuan bagi para mediator di Indonesia,
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yang membuat pihak yang bersengketa mempercepat, murah, dan
mempermudah dalam mencari keadilan, tapi dapat kita lihat pada
kenyataannya masih ada timbul kendala-kendala. Baik kendala yang
ditimbulkan para pihak, maupun kendala yang tanpa sengaja datang dari
pengadilan itu sendiri.

Kendala-kendala tersebut haruslah cepat ditangani, sehingga di masa
yang akan datang kendala-kendala tersebut tidak lagi kita temui dalam proses
mediasi. Dan dengan harapan proses mediasi di setiap pengadilan di
Indonesia terutama Pengadilan Negeri kelas 1A Pati dapat berjalan dengan
lebih baik.

Banyak cara atau yang dapat dilakukan mediator dalam meminimalisir
kendala yang terjadi. Kendala tersebut biasa dihilangkan asalkan kita sama-
sama mau bekerja sama mengikuti cara atau upaya untuk menghilangkan
kendala tersebut, dibutuhkanpartispasi dari masyarakat itu sendiri sebagai
para pihak dan pengadilan dalam melaksanakannya.

Menurut pengakuan salah satu penggugat, bahwa para mediator di
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati selalu mengikuti proses mediasi sesuai
pedoman pelaksanaan mediasi yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun
2008 tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangi. Seharusnya proses
mediasi di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati dapat berjalan lancar, tapi pada
kenyataannya masih dapat ditemukan beberapa kendala yang menghambat

kelancaran proses mediasi. Dengan demikian munculah beberapa
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upayayang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri kelas 1A Pati guna

meminimalisirataupun menghadapi kendala yang sering kali ditemui

Adapun beberapa upaya tersebut antara lain;

1. Dengan banyaknya antrian para pihak yang menunggu untuk melakukan
proses mediasi, ruang untuk melakukan proses mediasi hanya satu, serta
waktu yangterbatas maka mediator di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati
berinisiatif untuk tidak mengulur-ulur waktu dengan tidak memperlama
pembukaan dengan lansung ke pokok permasalahan, dan membahas apa
masalah apa yang terjadi antara pihak serta keinginan mereka supaya cepat
menemukan solusi yang memenangkan kedua belah pihak(win-win
solution) serta mediator di sini bersifat netral dengan memberikan arahan
dan nasehat yang dibutuhkan dengan tidak memperlama pembahasan
kasus, karena mediator sebelum proses mediasi dilaksanakan telah
mempelajari masalah yang akan dimediasi, sehingga dapat menghemat
waktu dalam membahas masalah, upaya lainnya adalah masing-masing
pihak bisa menemui mediator tanpa kehadiran pihak lainnya di luar waktu
mediasi untuk membahas masalah dan kepentigan yang tidak tersampaikan
selama proses mediasikarena tidak ingin didengar oleh pihak lawan.

2. Ada beberapa pihak tidak ingin damai, karena beberapa alasan contohnya
saja salah satu pihak atau kedua pihak tidak menunjukan iktikad baik
dengan tidak hadir dalam proses mediasi saling mempertahankan

keyakinan masing-masing karena mereka sama-sama merasa merekalah
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yang benar dalam kasus waris contohnya saja si kakak merasa
bagiannyalah yang besar sedangkan adik merasa semua waris adalah
miliknya, sehingga mereka saling mempertahankan keyakinan mereka
yang membuat konflik antara si kakak dan adik serta membuat hubungan
persaudaraan mereka semakin merenggang, dan mereka mengabaikan
mediasi untuk menyelesaikan masalah mereka sebelum memasuki tahap
perdilan dalam arti kata mereka menolak untuk didamaikan, dan
menganggap lebih baik memilih menyelesaikan masalah melalui jalur
pengadilan, untuk menghadapi kendala ini, mediator melakukan
pendekatan persuasif kepada para pihak yaitu memberikan arahan dan
nasehat yang bertujuan agar para pihak mau berubah pikiran mereka,
supaya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan dapat didamaikan
sehingga hubungan mereka sebagat tidak renggang lagi.

Dari hasil diatas, dapat dilihat segala upaya-upaya yang dilakukan
hakim sebagai mediator guna menghadapi kendala-kendala yang timbul
dalam proses —mediasi kewarisan di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati
merupakan cara yang cukup berguna, karena dapat dilihat penyelesaian
sengketa kewarisan secara mediasi di Pengadilan Negeri Kelas |1A Kabupaten
Pati cukup efisien dan lancar.

Tingkat keberhasilan proses mediasi sengketa kewarisan di
Pengadilan Negeri kelas 1A Pati yang cukup memuaskan, ini tidak terlepas

peran hakim sebagai mediator yang sangat berperan untuk melakukan
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pendekatan persuasif kepada para pihak untuk memberikan nasehat dan
masukan untuk membantu para pihak menemukan solusi yang memuaskan
dan memenangkan kedua belah pihak.

Dengan adanya upaya-upaya ini, mediasi kembali menemukan tujuan
utamanya yakni sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mementingkan
faktor ekonomi, dengan menyelesaikan sengketa secara ekonomis, baik dari
sudut pandang biaya maupun dari sudut pandang waktu. Setiap orang
menginginkan masalah meraka bisa cepat diselesaikan tanpa mengulur-ulur
waktu serta menghemat biaya yang dikeluarkan. Prosesmediasi dipandang
sebagali cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murahdibandingkan
dengan proses litigasi. Di indonesia memang belum ada penelitian yang
membuktikan asumsi. bahwa mediasi ‘merupakan proses penyelesaian
sengketa yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Dapat dilihat bahwa pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya
hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara
yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun- tahun, dari sejak
pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi
Mahkamah Agung. Perkara dapat diselesaikan dengan proses mediasi, maka
para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan
hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain
itu, dapat ditemukan juga dalam literatur-literatur bahwa disebutkan

mengenai penggunaan mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa
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yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Upaya-upaya ini membangkitkan kepercayaan masyarakat dalam
peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, menapis segala opini-
opini yang salah terhadap mediasi bahwa mediasi bukan sekedar suatu
langkah formalitas dalam proses peradilan, yang tidak harus diikuti. Dengan
adanya upaya-upaya ini membuat tingkat keberhasilan proses mediasi
menjadi naik, yang menguatkan antusias masyarakat tentang arti sebenarnya
dari suatu proses mediasi, hahwa dengan proses mediasi segala sengketa
dapat diselesaikan, termasuk didalamnya sengketa kewarisan, dimana
permasalahan antar saudara yang meributkan masalah hak waris mereka
dapat saudara, sehingga hubungan mereka yang dulu sempat renggang
bahkan terjadi pertikaian mereka antar saudara dan kerabat bisa kembali utuh.

Dalam upaya mediasi pada permohonan gugatan perkara No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. gagal dikarenakan para pihak yang bersengketa tidak
menemui kesepakatan, sehingga sidang gugatan perkara tersebut pada
permohonan pendaftaran gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pati pada
tanggal 15 juni 1998, para penggugat di putus kalah yang putusan pada
tanggal 28 september 1998, kemudian berupaya banding, di putus kalah lagi
pada 28 januari 1999, kemudian kasasi di Mahkamah Agung R.I di putus pada
tanggal 18 april 2001dan dimenangkan oleh para penggugat.

Dalam permohonan gugatan para penggugat memohon kepada ketua

majlis hakim Pengadilan Negeri Pati yang berisi :
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PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah atas sita jaminan atas tanah objek sengketa.

3. Menetapkan bahwa para penggugat adalah ahli waris menggantikan
kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal dunia sebagai ahi waris
almarhum mbahnya penggugat.

4. Menetapkan semua barang-barang termasuk tanah objek sengketa.

5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris atas semua barang-
barang termasuk objek tanah.

6. Menghukum tergugat pokok beserta siapapun yang memperoleh hak
daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan selnjutnya
menyerahkan kepada penggugat agar dapat penggugat laksanakan
pembagianaya menurut apa yang sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri
Pati, dengan ketentuan ; apabila sulit dibagi secara natura, agar dijual
dimuka umum dn selanjutnya membagikan hasil penjualannya kepada
masing-masing ahli waris, sesual haknya yang di tetapkan oleh pengadilan
Negeri pati.

7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski adanya
banding, verset ataupun kasasi.

8. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini.

9. Menghukum tergugat pokok untuk membayar segala biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini.
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SUBSIDAIR ;
Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan yang telah penulis lakukan, mka

kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berkut :

1. Segala langkah tentang proses dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa
kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati
dalam pokok perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt., bersumber pada pedoman
mediasi Peraturan Pemerintah (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dilakukan
tanpa ada langkah yang ditambah dan dikurangi. Sehingga mediasi dapat
dijalankan sesuai dengan yang diharapkan dan lancar. Akan tetapi para
pihak yang bersengketa memilih dilanjutkan untuk disidangkan.

2. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diharapkan proses pelaksanaan
mediasi dapat berjalan secara efisien, begitu juga diharapkan terjadi pada
pelaksanaan mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Negeri kelas 1A
Pati, namun dalam prakteknyaditemukan beberapa kendala, baik kendala
yang ditimbulkan oleh para pihak, maupunkendala yang terdapat pada ruang
lingkup di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati khususnya dalam perkara No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. yang membuat pelaksanaan mediasi kurang berjalan
lancer, terbukti bahwasanya para pihak yang bersengketa memilih

melanjutkan persidangan. Akan tetapi para pihak yang bersengketa memilih
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dilanjutkan untuk disidangkan.

3. Seiring ditemui kendala yang menghambat pelaksanaan penyelesaian
sengketa kewarisan secara mediasi khususnya dalam perkara No.
20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas 1A Patinyang
membuat proses pelaksanaan mediasi kurang berjalan lancar, membuat para
hakim sebagai mediator berinisiatif menggunakan upaya-upaya yang
diperlukan guna menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam proses
pelaksanaan mediasi, sehingga kendala-kendala tersebut tidak menjadi
hambatan yang begitu berat dan membuat proses pelaksanaan penyelesaian
sengketa kewarisan di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati kurang berjalan
lancar. Akan tetapi para pihak yang bersengketa memilih dilanjutkan untuk
disidangkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, penulis memberikan beberapa

saran yaitu sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi
khususnya dalam perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. di Pengadilan Negeri
kelas 1A Pati berdasar kepada pedoman mediasi yang telah telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah(PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 sudah berjalan
semestinya tinggal, saran penulis adalah agar pihak Pengadilan Negeri kelas
1A Pati melengkapi apa yang kurang dalam ruang lingkup pelaksanaan

mediasi di Pengadilan , sehingga para pihak yang bersengketa tidak memilih
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melanjutkan dalam persidangan. Akan tetapi sebaliknya (memilih
melanjutkan persidangan. Akan tetapi sebaliknya (memilih melanjutkan
persidangan.

. Dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi
khususnya dalam perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt. di Pengadilan Negeri
kelas 1A Pati, ditemukan beberapa kendala yang menghambat kelancaran
proses mediasi, saran penulis adala agar pihak Pengadilan Negeri kelas 1A
Pati kendala tersebut, dan segera menemukan upaya agar kendala-kendala
tersebut tidak lagi menjadi permasalahan yang berlarut-larut dalam proses
mediasi, sehingga para pihak yang bersengketa tidak memilih melanjutkan
persidangan.

. Kendala-kendala yang sering kali ditemukan ditemukan oleh hakim sebagai
mediator khususnya dalam perkara No. 20/Pdt.G/1998/Pn. Pt., tersebut
menjadi penghambat bahkan dapat juga menjadi faktor kegagalan dalam
proses pelakasanaan penyelesaian sengketa kewarisan, saran dari penulis
adalah untuk meghadapi kendala-kendala tersebut, seperti kendala yang
berasal dari para pihak sendiri, para hakim sebagai mediator harus
memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak melakukan mediasi
sengketa kewarisan, bahwa sesungguhnya mediasi merupakan salah satu
jalan penyelesaian sengketa yang sangat baik, karena masalah yang
diselesaikan dengan proses mediasi dapat diselesaikan dengan baik dan

berakhir damai, apabila diiringi dengan iktikad baik daripada pihak. Untuk
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kendala yang berasal dari ruang lingkup Pengadilan Negeri kelas 1A Pati,
seperti halnya kurang banyak hakim yang bersetifikat sebagai mediator,
pihak pengadilan seharusnya menambahkan beberapa lagi jumlah hakim yang
bersetifikat sebagai mediator, atau menambah jumlah ruang mediasi agar proses
pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan aman. sehingga

para pihak yang bersengketa tidak memilih melanjutkan persidangan. Akan tetapi

sebaliknya (memilih melanjutkan persidangan.
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